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Mengapa Jawa Timur Penting?

• Setelah Jawa Barat, dengan DPT sejumlah 31.402.838 dinamika politik nasional ditentukan di 
Jawa Timur 

Jumlah DPT terbesar kedua di Indonesia

• Wilayah yang amat luas berpengaruh terhadap tipologi pemilih berdasarkan tlatah (Arek, 
Mataraman, Tapal Kuda, Madura) 

Kultur dan karakterisitik politik yang unik

• Dengan jumlah pemilih beragama Islam 93,9% dengan proporsi Ormas NU 78,1, 
Muhammadiyah 15,8% , banyak beranggapan Jatim adalah “ladang suara” pada saat yang 
sama potensi dan tantangan akan muncul

Basis pemilih Muslim



Potensi konflik Pada Pemilu 2024 di Jatim
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Potensi Politik Uang Pada Pemilu 2024
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Persepsi Masyarakat terhadap Politik
Uang pada Pemilu 2024

1. Politik uang menjadi problematika serius menuju Pemilu 2024
2. Dengan berbagai macam jenis dan sebutan (shodaqoh politik, serangan fajar, dsb) 

elektoral akan ditentukan dengan  sangat presisi oleh masing-masing pasangan calon
3. Metode kampanye tatap muka dan pengerahan massa sebagai momentum yang tepat 

dalam memberikan Politik Uang kepada elektoral
4. Selain Politik Uang yang dilakukan secara konvensional, terdapat model Politik Uang 

dalam bentuk penyaluran bantuan sosial dan obral perizinan yang dilakukan oleh calon 
petahana yang kami masih kategorikan sebagai praktik dari Politik Uang 



Politik Dinasti sebagai Cikal Bakal
Terjadinya Korupsi politik
• Politik Dinasti terjadi akibat proses reorganisasi kekuasaan melalui perubahan model politik
baru dengan pelembagaan kekuatan pemilik modal, yang memperlihatkan oligarki kekuasaan
dan berpengaruh dalam struktur sosial dan negara dalam demokrasi Indonesia (Robison and
Hadiz 2004).

• korupsi terjadi karena kurangnya kontrol sosial atau gerakan sosial dari masyarakat. C > M +
D - A [corruption terjadi jika monopoly ditambah discretion tanpa accountability]. Karena itu
perlu dilengkapi dengan kontrol sosial (social control/SC) sehingga menjadi: C > M + D - A -
SC (Klitgaard, 1998).

• Monopoli dan diskresi tanpa akuntabilitas akan menghasilkan praktik impunitas, yang terus
disemai menjadi bagian penting dari hidupnya politik dinasti pada 19 Kabupaten/Kota di Jawa
Timur

• Tidak adanya social control juga berdampak terhadap permisifnya elektoral terhadap praktik
money politics, yang berdamapk pada penggiringan suara terhadap calon kepala daerah yang
dikehendaki oleh politik dinasti



Klientenisme & Politik Dinasti
Klientinisme menjadi

kultur politik yang justru
menjadi varian penting
untuk memetakan peta

politik di 38 
Kabupaten/Kota di Jawa

Timur

Klientinisme dan politik patronase 
bagi Edward Aspinall (Aspinall, 
2019) merujuk secara khusus 

pada upaya tawar-menawar suara 
pada kontestasi Pilkada dengan 

peyediaan 
proyek/jabatan/program di 

pemerintahan lokal.

Dampaknya, berpengaruh 
terhadap preferensi politik 

masyarakat di akar 
rumput, dan terbukanya 
peluang terjadi praktik 

korupsi, dagang 
pengaruh,dsb.

Klientinisme dan 
politik patronase
merupakan asal
mulai terjadinya

politik dinasti



Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Calon
Kepala Daerah yang memiliki hubungan
(keluarga, patronase, dan hal lain sejenis )
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How Democracy Die
Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, 2018: 18-19 

Rejection of (or weak 
commitment to) democratic rules 

of the game 

Denial of the legitimacy of 
political opponents

Toleration or encouragement of 
violence 

Readiness to curtail civil liberties 
of opponents, including media 

Four Key Indicators 
of Authoritarian 

Behavior



Makna Negara Hukum dalam Kaitannya dengan Demokrasi

Konsep negara hukum

Tidak terjebak pada
penyalahgunaan
kekuasaan (machtstaat)
Soepomo mengenalkan
istilahPembatasan
kekuasaan

Dituangkan dalam perundang-undangan serta sistem
ketatanegaraan Indonesia

Menciptakan keadilan, 
kepastian, dan
kemanfaatan
Dipatuhi secara
sungguh-sungguh oleh
penguasa/ 
penyelenggara negara

Penguatan demokrasi

Tidak terjebak pada
otoritarianisme
Mengedepankan akses
demokrasi dan keadilan
warga negara secara
luas



Potensi Korupsi Politik Menjelang-Pasca Pemilu 2024
(KPK, 2023)
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Potensi Korupsi Sektor Politik

Political Exposure 
Persons (PEP)

Benturan
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corruption
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Political Capture Corruption

• Clean & Clear terhadap LHKPN
• Biaya pencalonan yang 

transparan & akuntabel
Politik transkaksional & biaya
politik mahal
Pencalonan eks-napi koruptor

Aktor Politik

• Sistem Integritas Partai Politik
Struktur organisasi Parpol
eksklusif dan tidak meritokrasi
Pendanaan parpol tertutup
Kaderisasi tidak berjalan
Rekrutmen kandidat politisi
berdasar mahar

Partai Politik
• Mewaspadai praktik klientelisme

dan politik transaksional
• Bahaya dukungan korporasi dan 

menjadikan pendanaan partai
politik langgengkan oligarki

• Audit keuangan partai politik
tidak transparan & akuntabel

Pendanaan
Partai Politik



Peran Masyarakat Sipil Menuju Pemilu 2024
Gerakkan pengawasan dan kontrol agar Pemilu 2024 
luber dan jurdil

partisipasi dan keterakilan perempuan amat penting
dalam melawan praktik penyelenggaraan Pemilu

Kontrol Sosial dan pendidikan sadar politik kepada
kelompok perempuan sangat penting dilakukan

Konsolidasi masyarakat sipil dalam melawan praktik
pelanggaran Pemilu 2024 di Jatim
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